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ABSTRAK 
Negara Indonesia memiliki wilayah perairan laut seluas 5,8 juta Km2, didalamnya terdapat sumber daya 
ikan yang melimpah, menjadikan  perikanan mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian, 
khusunya bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pelaku usaha di bidang perikanan. Salah satu alat 
penangkap ikan yang mempunyai potensi merusak biota laut dan ekosistem ikan, yang masih digunakan 
nelayan sampai saat ini adalah cantrang. Cantrang merupakan alat penangkap ikan menyerupai trawl atau 
pukat harimau.  Tali cantrang dapat mencapai 6.000 meter dengan cakupan sapuan tali mencapai 292 
hektar. Penarikan jaring menyebabkan terjadinya pengadukan dasar perairan, menimbulkan dampak 
signifikan terhadap ekositem bawah laut. Hasil tangkapan layak konsumsi sebesar 46-51%, sedangkan 49-
54% merupakan bycatch. Tulisan ini membahas regulasi pemerintah tentang larangan penggunaan 
cantrang, yang tertuang dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan tahun 2011, 2014 dan 2015, serta 
dalam Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan 
Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Disisi lain nelayan 
kecil tetap menghendaki penggunaan cantrang sebagai alat tangkap karena relatif murah dan praktis. 
Tulisan ini termasuk yuridis normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kwalitatif dan 
menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan.  
Kata Kunci: Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang 
 
 
I. LATAR BELAKANG 
Negara Republik Indonesia merupakan  negara maritim karena mempunyai lautan yang lebih luas 
dibandingkan daratan, memiliki pantai sepanjang 91.181 Km dan memiliki pulau besar serta pulau-pulau 
kecil sebanyak 17.504 pulau. Wilayah perairan laut Indonesia seluas 5,8 juta Km2 yang meliputi perairan 
kepulauan seluas 2,8 juta Km2 perairan teritorial seluas 0,3 juta Km2  dan perairan zona ekonomi eksklusif 
sebesar 2,7 juta Km2 dihuni oleh berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya. Berdasarkan data resmi dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi sumber daya laut Indonesia diperkirakan 
sebesar 6,408 juta ton per tahun yang terdiri dari 1,165 juta ton per tahun ikan pelagis besar (tuna, cakalang, 
tenggiri, marlin), 3605 juta ton per tahun ikan pelagis kecil (kembung, tembang, layang, selar, teri dan 
sebagainya). Sebanyak 0,145 juta ton pertahun ikan demersal (katamba, bambangan, kerapu, baronang dan 
sebagainya) dan 0, 128 juta ton per tahun udang dan cumi-cumi (Sudirman, 2: 2013).  
Luasnya wilayah lautan Indonesia, menjadikan  perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam 
pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja pemerataan 
pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa, pada umumnya nelayan kecil, pembudidaya ikan ikan kecil 
dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan (Yusuf Istanto, Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal 
Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-
Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang), http://media.neliti.com/media/publications/235519-
penenggelaman-kapal-illegal-fishing-di-w-610578b5.pdf, diakses: 19 Agustus 2018). Perikanan adalah 
semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan 
dalam suatu sistem bisnis perikanan (Pasal 1 angka 1 UU No. 45 tahun 2009), sedangkan Sumber daya ikan 
adalah potensi semua jenis ikan (Pasal 1 angka 2 UU No 45 Tahun 2009). 
Para nelayan di Indonesia, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, selalu berinovasi dalam 
membuat dan menggunakan alat penangkap ikan, terutama bertujuan untuk mendapatkan ikan dalam jumlah 
yang banyak dalam waktu yang relatif cepat dan murah.  Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 10 UU No. 45 Tahun 2009). Meningkatnya permintaan 
masyarakat akan ikan, baik di dalam maupun luar negeri, serta tersedianya ikan di wilayah laut Indonesia, 
membuat para nelayan berupaya untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah dan menghasilkan 
tangkapan ikan yang banyak, seringkali tidak mempertimbangkan kerusakan ekosistem dan lingkungan, serta 
keberlanjutan ketersediaan ikan di laut.  
Salah satu alat penangkap ikan yang mempunyai potensi merusak biota laut dan ekosistem ikan yang 
masih digunakan nelayan sampai saat ini adalah cantrang. Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang 
 menyerupai trawl atau pukat harimau.  Bedanya, cantrang menggunakan jaring tetapi ukurannya lebih kecil. 
Satu cantrang terdiri dari kantong, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat. Selain itu, cantrang 
juga dilengkapi dua tali selambar yang cukup panjang. Tali ini bisa mencapai 6.000 meter dalam kapal 30 
gross ton (GT). Dengan panjang tali itu, cakupan sapuan tali bisa mencapai 292 hektar (Achmad Fauzi, 
Seperti Ini Bentuk Dan Cara Kerja Cantrang Yang Dilarang,  
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/18/103706026/seperti-ini-bentuk-dan-cara-kerja-cantrang-yang-
membuatnya-dilarang,   tanggal akses 9 Agustus 2018). Penarikan jaring meyebabkan terjadinya pengadukan 
dasar perairan, sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekositem bawah laut.  Dari sumber 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dikatakan bahwa dengan menggunakan cantrang maka, hasil tangkapan 
yang bernilai ekonomis dan layak konsumsi sebesar 46-51%, sedangkan 49-54% merupakan tangkapan 
sampingan (bycatch) yang didominasi oleh ikan petek dan hanya digunakan untuk membuat tepung pakan 
ikan (Achmad Fauzi, Seperti Ini Bentuk Dan Cara Kerja Cantrang Yang Dilarang,  
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/18/103706026/seperti-ini-bentuk-dan-cara-kerja-cantrang-yang-
membuatnya-dilarang,   tanggal akses 9 Agustus 2018). 
Pada hakikatnya hal ini telah menjadi perhatian oleh pemerintah, untuk mengatur alat penangkap ikan, 
serta melarang penggunaan alat tangkap yang berbahaya bagi ekosistem laut.  Negara lainpun misalnya 
negara di Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Selandia Baru, Australia, umumnya sudah melakukan 
pelarangan Trawl Dasar (Angga Aliya ZRF , Negara Mana Saja Yang Melarang Penggunaan Cantrang, 
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3486703/negara-mana-saja-yang-melarang-penggunaan-
cantrang, diakses, 15 Agustus 2018). 
Pemerintah sejak  tahun 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 telah mengatur tetang 
Peghapusan Jaring Trawl. Dilanjutkan dengan pengaturan Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang di atur lebih rinci 
dalam Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan tahun 2011, 2014, 2015 dan 2017, serta larangan 
penggunaan cantrang itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan 
Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
(WPPNRI). 
Meskipun penggunaan alat cantrang telah dilarang oleh pemerintah, namun nelayan kecil dibeberapa 
wilayah melakukan aksi demonstrasi, agar pemerintah membolehkan menggunakan cantrang di beberapa 
wilayah tangkap, bahkan menurut  Guru Besar Lingkungan Laut Universitas Diponegoro, Prof Dr Johannes 
Hutabarat mengatakan, belum ada satu penelitian atau kajian yang benar-benar bisa digunakan untuk dasar 
mengatakan bahwa cantrang merusak.  Cantrang tradisional yang belum dimodifikasi tergolong ramah 
lingkungan, di dalam menangkap ikan dengan kecepatan untuk memulihkan kembali populasi ikan, maka 
cantrang tradisional itu tingkat efektivitasnya masih rendah (Mehulika Sitepu, Pelarangan cantrang: 
Mengapa pemerintah tak bisa menentukan sikap? https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42705861,  
diakses 19 Agustus 2018). 
Demo nelayan saat ini mendorong Ombudsman mengulur waktu pelarangan cantrang selama dua tahun 
yang berakhir Desember 2017.  Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, menegaskan per 1 Januari 2018 
cantrang akan kembali dilarang sebab batas waktu dua tahun untuk mengganti cantrang dengan alat tangkap 
lain yang lebih ramah lingkungan sudah berakhir. Namun, kebijakan tersebut tetap ditentang oleh para 
nelayan. Perwakilan nelayan kemudian bertemu dengan Presiden dan Menteri KKP, dan akhirnya nelayan 
diperbolehkan menggunakan alat tangkap cantrang tetap beroperasi hingga batas waktu yang belum 
ditentukan (Achmad Fauzi, Seperti Ini Bentuk Dan Cara Kerja Cantrang Yang Dilarang,  
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/18/103706026/seperti-ini-bentuk-dan-cara-kerja-cantrang-yang-
membuatnya-dilarang,   diakses 9 Agustus 2018). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 
membahas tentang “Regulasi  Penggunaan Cantrang Untuk  Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Kecil”. 
 
II. POKOK PERMASALAHAN 
Permasalahan dalam tulisan ini adalah:  
Bagaimanakah regulasi larangan penggunaan cantrang sebagai alat  penangkap ikan bagi nelayan kecil? 
 
III.METODE PENULISAN 
Untuk membahas pokok permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yang bertipe yuridis 
normatif, karena data utamanya adalah data sekunder yang meliputi, (1) bahan hukum primer yaitu peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan penulisan, antara lain (a) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (b) Peraturan Menteri  
Kelautan dan Perikanan tahun 2011, 2014 dan 2015, (c) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI), serta (2) bahan hukum sekunder yang meliputi buku-
buku dan penelitian dan tulisan yang relevan dengan pembahasan. Data sekunder tersebut diperoleh dengan 
 cara metode kepustakaan dan penelusuran internet. Data kualitatif yang telah terkumpul kemudian di 
kualifikasi dan disusun serta dianalisisis untuk membahas pokok permasalahan. Kesimpulan dari tulisan ini 
menggunakan cara penarikan kesimpulan deduktif (Soerjono Soekanto, 2015).  
 
IV. PEMBAHASAN 
Dalam bagian ini dibahas secara ringkas tentang regulasi larangan penggunaan cantrang sebagai alat  
penangkap ikan bagi nelayan kecil.  
Laut dan sumber daya ikan  di wilayah Republik Indonesia memang diperbolehkan bagi masyarakat 
untuk dimanfaatkan melalui kegiatan penangkapan ikan. Dalam undang-undang perikanan yang dimaksud 
dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis 
pangkal kepulauan Indonesia. Di wilayah tersebut masyarakat diizinkan melakukan Penangkapan ikan,  yaitu 
kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara 
apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.  
Sementara itu dalam melakukan Pengelolaan perikanan, semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi 
dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya 
ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang 
dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas 
sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati, pemerintah telah menetapkan asas-asas, ialah:     
(a). manfaat; (b). keadilan; (c). kebersamaan; (d). kemitraan; (e). kemandirian; (f). pemerataan; (g). 
keterpaduan; (h). keterbukaan; (i). efisiensi; (j). kelestarian; dan (k). pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 
2 UU No 45 Tahun 2009). 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka bagi setiap nelayan dalam melakukan penangkapan ikan harus 
mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 
Sedangkan SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha 
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam lain. Namun kepemilikan SIPI dan 
SIUP ini tidak berlaku bagi nelayan kecil. Hal ini termuat dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009,  “Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil”. Nelayang Kecil adalah Nelayan 
Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) Pasal 1 
angka 11 UU No 45 Tahun 2009). 
Adapun mengenai penerbitan SIPI sesuai dengan Peraturan Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 
PER.16/MEN/2010, Menteri yang bersangkutan melakukan pembagian kewenangan kepada gubernur untuk 
menerbitkan SIPI untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan yang berukuran 30 (tigapuluh) 
gross ton (GT) sampai dengan 60 gross ton (GT). Dengan ketentuan yang demikian dalam ketentuan Permen 
KP tersebut tersirat, bahwa untuk kapal yang berukuran minimal 10 gross ton (GT) sampai dengan 30 (tiga 
puluh) gross ton (GT) menjadi kewenangan bupati/wali kota, sedangkan untuk kapal yang berukuran 60 
(enampuluh) gross ton (GT) keatas menjadi kewenangan Dirjen Perikanan Tangkap untuk menerbitkan SIPI. 
SIPI berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk jenis penangkapan alat pukat cincin, rawai tuna, jaring insang 
hanyut atau huhate selain dari jenis alat tangkapan tersebut berlaku 2 (dua) tahun (Gatot Supramono, 38: 
2011). Sedangkan yang dimaksud cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan 
pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara 
melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali tersebut kemudian 
ditarik kearah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat (Artikel GPR, Maroll, 
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-
dilarang/0/artikel_gpr , diakses: 19 Agustus 2018). 
  
Sumber : KKP 2017 
 
Untuk cantrang yang telah dimodifikasi mata jaring < 2 inchi, ditambah pemberat  dengan luasan tebaran 
cantrang dapat mencapai 292 hektar, sehingga tidak saja mampu menangkap sumber daya ikan dalam 
berbagai ukuran, namun juga merusak biota dan ekosistem dasar laut. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka 
lambat laut sediaan sumber daya ikan akan segera menghabis dan ekosistem laut menjadi rusak.   
Terhadap hal tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang alat penangkap ikan 
termasuk larangan penggunaan cantrang. 
 
Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang 
 
NO. 
PERATURAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN 
PASAL TERKAIT TUJUAN  
1. Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang 
Perikanan. 
Diundangkan 6 Oktober 
2004 
Pasal 7 ayat (1) Dalam rangka 
mendukung kebijakan pengelolaan 
sumber daya ikan, Menteri menetapkan 
(f) jenis, jumlah, dan ukuran alat 
penangkapan ikan; 
Pelaksanaan pembangunan nasional 
berdasarkan Wawasan Nusantara 
pengelolaan sumber daya ikan perlu 
dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan 
keadilan dan pemerataan dalam 
pemanfaatannya dengan mengutamakan 
perluasan kesempatan kerja dan 
peningkatan taraf hidup bagi nelayan, 
pembudi daya ikan, dan/atau pihak yang 
terkait dengan kegiatan perikanan, serta 
terbinanya 
kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungannya; 
Pasal 7 ayat  (2) Setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pengelolaan perikanan wajib mematuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengenai: (a) jenis, jumlah, dan 
ukuran alat penangkapan ikan; 
Pasal 9 Setiap orang dilarang memiliki, 
menguasai, membawa, dan atau/atau 
menggunakan di kapal penangkap ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia:  
alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang tidak sesuai 
dengan ukuran yang ditetapkan;  
alat penangkapan ikan yang tidak sesuai 
dengan persyaratan atau standar yang 
ditetapkan untuk tipe alat tertentu; 
dan/atau  
alat penangkapan ikan yang dilarang. 
2. Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang 
Perubahan Terhadap 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang 
Perikanan. 
Diundangkan  tanggal 29 
Oktober 2009 
Pasal 7 ayat (1) Dalam rangka 
mendukung kebijakan pengelolaan 
sumber daya ikan, Menteri menetapkan: 
(f) jenis, jumlah, dan ukuran alat 
penangkapan ikan; 
Pemanfaatan sumber daya ikan belum 
memberikan peningkatan taraf hidup 
yang berkelanjutan dan berkeadilan 
melalui pengelolaan perikanan, 
pengawasan, dan sistem penegakan 
hukum yang optimal; Pasal 7 ayat (2) Setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pengelolaan perikanan wajib mematuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengenai: (a) jenis, jumlah, dan 
ukuran alat penangkapan ikan. 
Pasal 9 ayat (1) Setiap orang dilarang 
 memiliki, menguasai, membawa, 
dan/atau menggunakan alat penangkapan 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan 
yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal 
penangkap ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia.  
Pasal 9 ayat (2) Ketentuan mengenai alat 
penangkapan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang mengganggu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
3. Keputusan Presiden Nomor 
39 Tahun 1980 Tentang 
Penghapusan Jaring Trawl. 
Diundangkan tanggal 1 Juli 
1980. 
Pasal 1 (1) Menghapuskan kegiatan 
penangkapan ikan yang menggunakan 
jaring trawl secara bertahap. 
Untuk pelaksanaan pembinaan 
kelestarian sumber perikanan dasar dan 
dalam rangka mendorong peningkatan 
produksi yang dihasilkan oleh para 
nelayan tradisional serta untuk 
menghindarkan terjadinya ketegangan-
ketegangan sosial maka perlu dilakukan 
penghapusan kegiatan penangkapan 
ikan yang menggunakan jaring trawl. 
Penghapusan jaring trawl secara 
bertahap untuk membatasi jumlah kapal 
trawl yang beroperasi di Indonesia , 
khususnya wilayah Jawa dan Bali. 
Pelarangan mulai 1 Oktober 1980 dan 
para pemilik kapal diberikan hak untuk 
mengganti alat tangkap yang ramah 
lingkungan. 
  Pasal 2 Terhitung mulai tanggal 1 Juli 
1980 sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 
kapal perikanan yang menggunakan 
jaring trawl dikurangi jumlahnya, 
sehingga seluruhnya tinggal menjadi 
1000 (seribu) buah. 
  Pasal 3 Pengurangan jumlah termaksud 
pada Pasal 2 dilakukan sebagai berikut: 
A. Tahap Pertama:  
Terhitung mulai tanggal berlakunya 
Keputusan Presiden ini sampai dengan 
tanggal 30 September 1980 dilaksanakan 
penghapusan secara bertahap terhadap 
seluruh kapal perikanan yang 
menggunakan jaring trawl yang 
berdomisili dan beroperasi disekitar Jawa 
dan Bali; 
Pada tanggal 1 Oktober 1980 melarang 
semua kegiatan penangkapan ikan yang 
menggunakan jaring trawl di perairan laut 
yang mengelilingi pulau-pulau jawa dan 
Bali;  
Untuk Kapal perikanan yang 
menggunakan jaring trawl yang 
berdomisili dan beroperasi disekitar pulau 
sumatra, Larangan tersebut selambat-
lambatnya berlaku pada tanggal 1 januari 
1981.  
B. Tahap Kedua:  
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1980 
diperairan laut di luar yang tersebut pada 
tahap pertama diatas, jumlah kapal 
perikanan yang menggunakan jaring 
trawl dikurangi sehingga sampai tanggal 
1 juli 1981 jumlahnya menjadi 1000 
(seribu) buah. 
Kapal perikanan yang melanggar 
Ketentuan dalam Keputusan Presiden 
ini dan peraturan pelaksanaannya 
dianggap melakukan kegiatan 
penangkapan ikan tanpa ijin, sehingga 
dapat dituntut di muka pengadilan 
sesuai dengan Pasal 35 Ordonansi 
Perikanan Pantai Staatsblad Nomor 
Tahun 1927. 
4. Keputusan Dirjen Perikanan 
No. IK.340/DJ.10106/97 
Alat tangkap cantrang, arad, otok dan 
garuk kerang dikecualikan sebagai jarring 
trawl, diperbolehkan untuk nelayan kecil 
dengan ukuran kapal maksimal 5 GT, 
mesin maksimal 15 PK.  
 
Mata Jaring ukuran > 1 inch tanpa rantai 
 
 pengejut. 
5. Keputusan Menteri Kp No. 
06/2010 Tentang Alat 
Penangkapan Ikan Di 
Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik 
Indonesia 
Menetapkan Alat Penangkapan Ikan di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia yang menurut 
jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) 
kelompok yaitu:  
jaring lingkar (surrounding nets);  
pukat tarik (seine nets);  
pukat hela (trawls);  
penggaruk (dredges);  
jaring angkat (lif nets t );  
alat yang dijatuhkan (falling gears); 
jaring insang (gillnets & entangling nets);  
perangkap (traps);  
pancing (hooks & lines);  
alat penjepit dan melukai (grappling & 
wounding). 
Dalam rangka pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan secara 
optimal dan berkelanjutan, perlu 
menetapkan Alat Penangkapan Ikan di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia 
6. Permen KP: 
No. 2 Tahun 2011 jo 
No. 08 Tahun 2011 jo 
No. 18/2013 jo 
No. 42 ahun 2014 
Tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan 
Menteri Kelautan Dan 
Perikanan Nomor 
Per.02/Men/2011 Tentang 
Jalur Penangkapan Ikan Dan 
Penempatan Alat 
Penangkapan Ikan Dan Alat 
Bantu Penangkapan Ikan Di 
Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik 
Indonesia 
Pengaturan tentang jalur penangkapan 
ikan dan penempatan alat penangkapan 
ikan serta alat bantunya di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia 
Mengimplemetasikan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2009 tentang 
Pengesahan Agreement For The 
Implementation of The Provisions of 
The United Nation Convention on The 
Law of The Sea of 10 December 1982 
Relating To The Conservation and 
Management of Straddling Fish Stock & 
Highly Migratory Fish Stocks 
(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-
Ketentuan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 
tanggal 10 Desember 1982 yang 
Berkaitan dengan Konservasi dan 
Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya 
Terbatas dan Sediaan Ikan yang 
Beruaya Jauh) 
Operasi cantrang mengatur ukuran mata 
jaring kantong > 2 inch atau 50.8 mm dan 
beroperasi diatas 4 mill  
 
7. Peraturan Menteri KP 
Nomor 2 Tahun 2015 dan 
Nomor 71 Tahun 2016 
tentang Jalur Penangkap-an 
Ikan Dan Penempatan Alat 
Penangkapan Ikan Di 
Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik 
Indonesia 
 
 
API cantrang dilarang dioperasikan 
diseluruh WPPNRI. 
Masa tenggang untuk pengalihan ke alat 
tangkap lainnya diberikan sampai juli 
2017. 
Namun jangk waktu ini diperpanjang lagi 
sampai 1 Januari 2018. 
 
 Pasal 6 Alat penangkapan ikan di 
WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 
(sepuluh) kelompok, yaitu: a. jaring 
lingkar (surrounding nets); b. pukat tarik 
(seine nets); c. pukat hela (trawls); d. 
penggaruk (dredges); e. jaring angkat (lift 
nets); f. alat yang dijatuhkan (falling 
gears); g. jaring insang (gillnets & 
entangling nets); h. perangkap (traps); i. 
pancing (hooks & lines); dan j. alat 
penjepit dan melukai (grappling & 
wounding). 
 
API yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari:  
pukat tarik (seine nets), yang meliputi 
Dogol (Danish seines), Scottish seines, 
Pair seines, Cantrang, dan Lampara 
dasar;  
pukat hela (trawls), yang meliputi Pukat 
hela dasar (Bottom trawls), Pukat hela 
dasar berpalang (Beam trawls), Pukat 
 
 hela dasar berpapan (Otter trawls), Pukat 
hela dasar dua kapal (Pair trawls), 
Nephrops trawl, Pukat hela dasar udang 
(Shrimp trawls), Pukat udang, Pukat hela 
pertengahan (Midwater trawls), Pukat 
hela pertengahan berpapan (Otter trawls), 
Pukat ikan, Pukat hela pertengahan dua 
kapal (Pair trawls), Pukat hela 
pertengahan udang (Shrimp trawls), dan 
Pukat hela kembar berpapan (Otter twin 
trawls); dan  
perangkap, yang meliputi Perangkap ikan 
peloncat (Aerial traps) dan Muro ami. 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa cantrang dan sejenisnya sebenarnya telah lama dilarang oleh pemerintah, 
sebagai alat tangkap. Akan tetapi  karena keberatan para nelayan untuk berpindah ke alat penangkapan ikan 
yang lebih ramah lingkungan, karena terhambat permodalan dan nelayan tetap menginginkan hal yang praktis 
dan mudah dalam menangkap ikan, maka pemerintah berusaha tetap mengakomodir keberatan nelayan, 
khususnya nelayan kecil. Akan tetapi karena disinyalir banyak kapal yang melakukan markdown terhadap 
ukuran kapal, maka KKP melakukan pengukuran kembali terhadap pemilikan kapal.  
Menteri Kelautan dan Perikanan pada akhirnya mengeluarkan kebijakan (Artikel GPR, Maroll, 
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-
dilarang/0/artikel_gpr , diakses: 19 Agustus 2018): 
1. Kapal dibawah 10 GT, pemerintah memberikan bantuan alat penangkap ikan baru sebagai pengganti alat 
penangkapan ikan yang dilarang, antara lain jarring insang (gillnet), pancing ulur, rawai dasar, rawal 
hanyut, pancing tonda, pole and line, bubu lipat ikan dan lain-lain. 
2. Kapal 10 – 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas permodalan untuk memperoleh kredit usaha rakyat. 
3. Kapal di atas 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas perizinan dan relokasi DPI ke WPP 711 dan 718. 
Menteri KKP juga melakukan penundaan larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, termasuk cantrang 
di 6 wilayah perairan Jawa, yaitu di Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, Lamongan. Penundaan 
tersebut tidak membuat KKP mencabut Peraturan Menteri KP tentang Pelarangan Cantrang, namun 
pemerintah hanya memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan 
pengalihan alat tangkap selesai dan tidak ada penambahan kapal cantrang.  
Bagi kapal yang melakukan pelanggaran, maka dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
dinyatakan dibentuk pengadilan perikanan yang merupakn pengadilan khusus yang berada di bawah 
lingkunag Peradilan Umum. Saat ini dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung 
dan Tuai. Pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang 
periknan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan 
oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Pemidanaan yang dijatuhkan berupa penjara, 
denda, sampai penenggelaman kapal. Untuk Nelayan Kecil dipidana denda maksimal Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta upiah). 
  
V. KESIMPULAN 
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan pelarangan penggunaan cantrang sebagai alat 
penangkap ikan karena cantrang membahayakan sediaan sumber daya ikan dan merusak eksosistem. Namun 
penerapan sanksi kepada nelayan kecil masih diterapkan secara bertahap sampai nelayan berpindah kepada 
alat penangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.  
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